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Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang

pertanian dan untuk rnenumbuhkembangkan

kemampuan ssrta kemandirian petard vnake perlu

b.

c.

adanya penyuluhan yang

profesional;

dilakukan secara

bahqra pembinaan pea5ruluhan yang diselengarakan

baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun

swadaya atau swasta merupakan amanat Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b perhr

menetapkan Per:aturan Bupati teatang Pedornan

Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya

Kabupaten Natuna;

Undang*Undang Nornor 16 Tahun 20O6 tentang

Sistem Penyuluhan krtanian, Perikanan dan

Kehrrtanan (kmbaran Negam Republik Indonesia

Tahun 2A06 Nomor 92, Tambahan I*rnhran Negara

Republik Indonesia Norror a66OI;

Mengingat :1.
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2. Undang*Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pem.berrtukarr Kabtrpatea Pelalaqran" Kabr4raten

Rokan Huh:, Kabupaten Rckan Hikr, I{abupaten

$ialr, Kabr4uten Kariretm, Kabrrpaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singrrrgr dan Kota Batam

{teurbaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 1999

Nomor 18tr, Tamhhan Lcmbaran Itlegara Republik

Indonesia Nomor 3902,, *bagaimana tel,ah diuhh
beberapakali terakhir dengan Undang Undang

Nomor 34 Tahun 2OOB tentang Kefi.ga

Atas Undang-Uadang Nonaor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentuka*. Ifubupabr- Pelalawan, I(abupaten

Rokan Hulu, Kabrrpaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak" Kabrr;nterr Karimun, Kabrryraten Natrrna,

Kabupaten Krrantan Sirrglrrgr dan Kota Batarn

{I.enabaran Hegara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 1O7, Tambahan Lcsrbaran Hegara Republik

Indonesia Nomor a88O);

Undang-Urdang Nonaor 25 Tahun z00l? tentang

Pembentukan Pnovinsi Kepulauan Riau {Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ffi2 Nornor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia

Nomor a23fi;
Undang-Undang Nornor ,.2 Tahun 2Ol L tentang

Pembentukan Peratr.rran Perundang-undangan

{kmbaran $egara Republik Indonesia Tahun 2OL1

Nomor 8l2, Tam.bahan Icmbaran Negara Repr.lblik

Indonesia Nomor 5i234.l;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani {Lembaran

Negara Republik Indorresia Tahun 2013 Nomor 131

Tambahan Lemb*ran Negara Republik lndonesia

Nomor Saffih

Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2U-14 tentang

Perrerintahan Daerah $.embaran Daerah Republik

3-
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7.

Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, ?ambahar:

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}

rebagaimana telah diubah beberapa kali terak*rir

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015

tentang Perubalran kedrra Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pernerintahan Daerah

{Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, ?ambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia l{omor ffi791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OO9,

Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Per5ruluhan. (Iembaralr Negara

Republik Indonesia Tahun ?A(#,r_ Nomor 87

Tambahan Lembaran Negara Itepublik Indonesia

Nomor 5O18h

Peraturan Menteri Pertenian Nomor 61 Tahun 2OO8

tentang Pedoman Pembinaen PenSruluh Pertanian

Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;

Peratumn Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013

tentang Homan Perrbinaan Kelompok Tani dan

Gabuagaa Kelompok Tani;

Peraturan Menteri Pertanian Nornor l3L Tahun 2AL4

tentang Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Antar

Kelembagaan Lingkup Pertanian dalam Meadukung

Feningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;

Peraturan Merrteri Desa, Pembangr.rnan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahua 2016

tentang Penetapan Prioritas Fenggunaan Dana Desa

Talrun 2Ol7 -

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPA?I NATUNA TENTANG PEDOMAN

PENUMBUHAN PE}TruLUH PERTANIAN SWADAYA

KABUPATEN NATUNA.

8.

9.

to.

11.

Menetapkan:
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Ifuhupaten adalah Kabupaten Hatuna.

2- Bupati adalah Bupati Natuna"

3. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Direas

adalah Dinas Pertanian Kabupaten Natuna.

4. Badan Pelaksana Pen5rufuhan yang selanjutnya

disinglrat BPP

5. Penyuluhan Fertanian ad^alah pftlses pemkhiaran
bagi Pelaku Utama dan Felaku Usaha agar mereka

rnau dan mampu menolong serta meagorganisasikan

dirinya dalam s informasi pasar, teknologi,

permodalar, dan susrber daya Iainnya sebagai upaya

untuk meninglatkan produktivitas, efisiensi usaha,

pendaptaa dan kesejahteraannya" serta

meningfuatkan kesadaran daXarn pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

6- Pelaku Utama adalah petani dan/atau beserta

keluargarrya, yang melaktrkan usahatani di bidaag

tanaman parrgarr, hortikultura, perkebunan,

dan/atau peternakaa,

Pelaku Usaha adalak perorangar lFarga l{egara

Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut

hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

Penyuluh Pertaniaa Su'adaya" adalah Pelaku Utama

yang berhasil delarn usaha taninya dan atau $rarga

masyarakat Lainnya yang deagan kesadara*nya marr

dan marnpu menjadi penyuluh di wila5nahnya.

Peayuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disebut Pen5ruIuh Pertanian PNS adalah

perorangan rrarga. Negara Iadonesia yang melakukan

kegiatan penyuluhan.

7.

8.

9-



10. Kelompok 
"afli 

yang selanjutnya dieebut Poktan

adalah kuapularr petani/ peternakl pekebun yalrg

dibentuk atas damr kesamaan kepentingan,

kesamaan kcndisi linghmgan (sosial, ekocomi,

sumber daya) dan keakrakn unttrk meningkatkan

dan rnengernbang!<an usaha anggota.

Gabungan Kelompok Tarri yarrg selaqiutrrya disingkat

Gapoktan adalah kumpulan beberapa iielompok Tani

yang bergabung dan bekerjasama untuk
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha"

Percontohan adalah wahana untuk
penerap€u3. spesifik lokasi terutama 7
komoditas pangan strategis nasional dilaksanakan di
kecamatan atam dilahan petani yang menrpakan

wilayah kerja BPP yang selanjutnya digunakan

sebagai sarana pembela$arian bagi pokarr, galrcktan

dan masyarakat sekitar.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Paragraf 1

?qiuan

Pasal 2

Trrjuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

a. tersedianya Penyuluh Pertanian Swadaya bag
petani, Polrtarr, dan Gapoktarr;

b. meadorong Pelaku Utama dan masyarakat lainnya

menjadi Penyuluh Fertarrisn Swadaya;

c. meningkatkan kinerja dan profesionalisrre Penyuluh

Pertanian Suradaya;

11.

72.
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d.

e.

turut serta eendukuag peningkatan produksi

parrgae strategis nasional;

terrrujudnya kawasan terpadu pertanian di
Kabupaten Natuna.

Paragraf2

Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari Peratumn Bupati ini adalah:

a. Felaku Utarna dan masyamkat pertanian lainnya;

b. aparat pembirra Pen5rultrh pertanian Srradaya di

daerah;

c. lembaga swadaya yang bergerak dalam bidang

pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PERSYARATAN PENTULUH PERfANIAN SWADAYA

Pasal 4

tll Persyaratan Umum Penyuluh Pertanian Swadaya

sebagaimana clirnaksud dalam Pasal 2 huruf a
adalah :

a. warga negara Republik [ndonesia;

b" memiliki keterampilaa dan keahlian telrnis

dalam bidang pertanian;

c. xoempunyai kesempatan, kesediaan, kemauan,

kemampuan dan perhatian untuk
merqrebarluaskan keahliannya kepada Pelaku

Utama melalui kegiatan pertanian;

, PAftAF KOOHDIUA$I
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m€rfllpu berkomunikasi ldrusus dengan Pe1aku

Utama darr pelaku usha;
mampu befinitra dengan Penyuluh Pertarrian

PNS/ Penyuluh Pertanian Pendamping dalarn

melakukan kegiatan penyuluhan di bidarg
pertanian;

bersedia rnengikuti platihan di bidang

Pealruluhan Pertarrian yang diselenggarakan

aleh , Pemerintah Daerah dan

lembaga lainnya.

tzl Dalam Peagadaan Peayuluh Pertanian Swadaya

memenuhi pers5raratan umucr sebagaimana

dimaksud pada ayat (11 juga harus memenuhi

pers5raratan khusrrs arrtara lain:

a" memiliki dan melaksanakan usaha di bidang

pertanian;

b. mempunyai dan atau menyediakan lahan

Percontohan sebagai sarafla melakukan

kegiatan pembelajaran Penyuluhan Pertanian

atas prakarsa dan kesrradayaann3ra;

c. mempunyai jiwa kepemimpinan, jirma

kemandirian, memiliki komitmen memajukan

Pelaku Utama melalui kegiatan Pen5ruluhan

Pertanian secara berkelanjutan dan menjadi

teladan bagi Pelaku Utama dan pelaku usaha"

BAB TV

IDENTIFII{ASI DAN PENETAPAN

kragraf 1

Identifikasi dan Penetapan

Pasal 5

Dalarn Perekrutan Fenyuluh Pertanian Swadaya melalui

Tahapan ldentilikasi dart penetapart antara lain :

d.

e-



b.

calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang berminat

dapat mengqiukan diri sebagai calon penyuluh

ke BPP/UPTD setempat;

Fenyuluh Fertanian PI\fSl Penyutuh Pertanian

Swadaya bersama dengan aparat desal kelurahan

melakukan identifikasi Pelaku Utama dan

rnasyarakat lain yang rsemenuhi syarat sebagai

Penyuluh Pertarrian Suradaya di setiap deu./

kelurahan binaannya;

hasil identilikasi dilaporkan ke BPPIUPTD sebagai

calon Penyuluh Pertanian Su'adaya;

BPP/UPTD merekapitulasi calan Pen5ruluh Pertanian

Swadaya dan mengirimkan ke Badan Pelaksana

PenSmluhan atau lembaga yang rnenangarri

Penyuluhan Pertanian di kabupaten;

Badan Pelaksana Pen5ruluhan atau lembaga yang

menangani Peqruluhan Pertanian kabupaten

melakukan klarifikasi da-n verifikasi terhadap calon

Penyuluh Pertarrian Suradaya;

calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang memenuhi

syarat ditetapkan sehagai Penyuluh Pertanian

Swadaya oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan

atam lembaga yang menangani Pen5nrluhan Pertanian

di kabupaten;

calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah

drtetapkan pada butir 6 dikirimkan ke Badan

Koordinasi Pen5rulrrhan atam lembaga yang

menangani Peqruluhan Pertanian di provinsi dengan

tembusa* kepada Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Marmsia Pertaniare, Ke.meaterian

Pertanian sebagai bahan perencanaan pelatihan dan

pembinaan;

c.

d.

e.

rAft*F l(ooR&



h. calon Peayuhrh Pertanian Swadaya Fda butir 6
diusulkan ke l.ecrbaga Pendidikac dan Pelatihan

yarrg berwenang untuk mengikuti pelafihan;

caloa Penyuluh Pertanian Srrada5ra yarrg telah

mengikuti dan lultrs pelatihan di bidang pertanian

diberikan sertifikag

calon Pen5nrluh Pertanian Swadaya bisa rnengikuti

uji kompetensi bila ingin memperoleh sertifikat

kompetensi profesi dari lembaga sertifikasi prcfesi

penyuluh;

calon Penlnrluh Pertanian Swadaya yang telah

mengikuti pelatihan dan mendapat sertilikat,

dinyatakan sebagai Pen5ruluh Pertanian Swadaya

apabila telah menandatangani surat trrerrryataarn

sebagai penyuluh, terikat dengan trrraturan
perundang-undangan yang berlaku dan disahkan

dengan Keprrtusa:r Bupati-

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra

Penyuluh Pertanian PNS dalam. melakukan kegiatan

penyuluh pertanian, baik sendiri-sendiri maupun

kerjasama yang terirtergrasi dalam program Perryuluhan

Pertanian sesuai dengan tingkat administrasi

penerintahan dimana kegiatan penyuluhan

diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian

Suradaya bersifat independen unh:k memenuhi

kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pertanian.

J.
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BAB 1rI

TUGAS PC}KOK DAN zuNGSI

Paragraf 1

Tugas Pokok

Easal 7

Penyuluh Pertanian Swadaya mempure5rai T\rgas Pokok

nrelakukan kegiataa Pen5ruluhan Pertanian kepada Pelaku

Uta:na dan Pelaku Usaha sestrai dengan rencan€r kerja

Penyuluhan Pertanian yang disrrsun berdasarkan

prografila Peayuluh:rn Pertanian di wilayah kerjanya.

Paragraf2

Fungsi

Pasal I
Untuk dapat melaksanalmn tugas pokok, Penyuluh

Pertaniaa Suradaya menyeleaggarakan fungsi sebagai

berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan Pen5nrluhan krtanian

yang dikoordiaasikan dengan kelembagaan

Pen5n:luhaa Pertanian seteerpag

b. melaksanakan kegiatan Pen5ruluhan Pertanian

sesuai dengan rencana kerja yang teiah distrsun;

c. melaksanakaa pertemrran koordinasi dengan

Penyuluh Pertasian PHS, Peiaku Utama dan Pelaku

Usaha dalam ranglra mewqiudka-n siner+ kerja;

d. mengikuti kegiatan rembrrg, trrertemuan teknis, dan

temu lapangan Felaku Utf,ma da:r pelaku usaha;

e. berperan akif menur:nbuh

kelernbagaan pelaku utama;

PSRAFI{OORDIilASI
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h.

1.

menjalia kemitraan usaha. deagan pihak yang terkait

dengan bidang tugasnya;

merrumbuh kembangfuan jiwa kepemimpinan dan

kewirausahaan pelaku utama;

informasi dan tet<rrotcgi baru dan

tepat guna kepada pelaku utama;

melaksanakan proses pembelajaran secara

partisipatif mel,alui berbagai rnedia perryutuhan

sefrti antara lain Percorrtohan dan pengembangan

model usaha bagi pelaku utama;

Menlrusun laporan kegiatan pen5ruluhan Jrang

clilaks*rrakan-

tsAB VII

MEKANISME KER"IA

Pasal 9

Mekanisme kerja Peayuluh Pertanian Sr:adaya diatur

datam tata hubungan kerja sebagai berikut :

a. hubungan kerja dengan Penyuluh krtanian PNS

dalam hal :

1. men5rusun program pen5ruluhao pertanian;

2. lrlerr5rusurr materi penyuluhan;

3. melaksanakan befbagai teknik r:saha

agribisnis;

4. memecahkan masalah dalam pengembangan

usaha agribisnis yang ada di wilayah kerjanya;

5. mengerrrbangfua* kerjasama dan kemitraen

dengan pitrak-pihak terkait dalam

lrngembangan usaha agribisnis Pelaku Utasla

dan plaku usaha..

b. Hubungan kerja Balai Penyuluh Fertaniaa {BPp}

dalam hal :

J.

! p*RnrKaoRBrNAst-f



slengkonsultasikan metodotrogi penyuluhan

pertanian {materi, rnetode dsrr media} yarrg

bersifat kebiiakan rrlErutr,r.$I bersifat tekrris

usa.ha. agribisnis;

membangun kerjasama dan kemitraan dengan

pihak-pihak terkait dalam pengernbangan

usaha agribisnis pelaku utama;

3. mendatrratkan rekomendasi

melaksanakan kegiatan pnyuluhan hasit

kesepakatan/ kerjasama dan kemiffian usaha

agribisnis petaku utama.

Hubtrngan kerja dengan Dinas Liagtrup

Pertanian dalam hal :

mengkonsultasikan materi-naateri teknis usaha

agribisnis;

nnenyelamskan dan mengakses kegiatan*

yang mendukung ggaraan

pen5ruluhan pertaniaa.

BAB VIII

HAK DAN KEUIAJIBAN

Paragraf 1

Hak

Pasal 10

Penyuluh Pertenian Swadaya nnenapunyai hak antara lain:

a. menerirna pengakuan resmi dari pemerintah;

b" dapat mengikuti pelatihan hidang

pertanian;

c. dapat memanf;aat-kan sarana dan prasarana

an pertanian;

1.

4.

5.

6.
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d.

e.

untuk operasional Penyutruh Pertanian Swadaya

dapat difasilitasi melahri program pmberdayaan

masyarakat desa;

mendapat pengbargaan atas tugas pengabdian dan

prestasinya;

dapat, mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan

pertanian yang difasilitasi oleh pernerintah dan dapat

menerima bantuan biaya sepanjang anggaran

tersedia.

paragraf 2

keurajiban

Pa,sat 1l
Penyuluh Fertarrian Swada5ra mempunyai kewqiihan

antare.lain:

melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;

mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian;

melakukan koordinasi dan konsuttasi dengan BPP/

UPTD dan Badan Pelaksana Penytrluh I lernbaga

yarrg,menangani pertanian di tingkat kabupaten;

mernbuat laporan.

BAE T}'(

SUPERVISI, MONTTORII{G DAN EVALUASI

faragraf I
Supewisi

ksat 12

Pelaksanaan supeirisi dilakukan sesuai dengan arah

pembinaan bagi pendayagtrnaan Pen5nrluh Pertaaiaa

Swadaya yang dilaksaaalcaa oleh Kepala Dinas Lingkup

Pertanian l{abupaten atau Pejabat yarrg ditunjuk

berwe*ang melakukan sulrrrisi terhadap kegiatan di

tingfuat kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan-

a.

b.

c.



Metode dan waku pelaksanaan supervisi dapat dilakukan

melalui qrbserrasi lapangaa, diskusi *r;Lrqlwl analisa

dokumenl laporan yang dilakukan secan& berkala (3

bulanan, tengah tahunan dan tahunan!-

Paragraf2

Monitoring dan Enatrrrasi

hsat 13

Pelaksanaan moaitoring dan cvaluasi dilakukan sesuai

dengaa arah pembinaarl bagi pendal,agunaaa Penyuluh

Pertarrian $wada5ra yang dilaksanakerr oleh Kepala Dinas

Linglrup Pertarrian Kabupakn atau Fejabat Jrang dituniuk

berwenang melakukan dan evaluasi terhadap

kegiatan ditingkat , kecamatan dan desal

kelurahan" Metode dan wakhr pelaksanaan monitoring dan

evaluasi dapat dilskrrkarr metralui observasi lapangan,

diskusi nraupun anafisa dokumen/ Iaporan yang

rlitakukarr sscara berkala {3 bulanan, tqrgah tahunan dan

tahunan!" Aspek-aspek dalam pelaksanaen monitoring dan

evaluasi meliputi :

a. peran serta PenSruIuh Pertanian Swad4ya dataon

pen5fl.rsunan progratma Penyuluhan Fertanian dan

rencana kerja perryuluhan pertanian;

b" peran serta dalam pertemuan dengan Pen5ruluh

Pertanian PNS, Pelaku Utama dan pelaku usaha;

c. Fran serta dalam rrengikuti kegiatan rembug,

lokakerya dan temrr lapang Pelaku Utama

dan pelaku usaha;

d. perarr serta dalam meagembaagkan darr

merrumbuhkaa keraitraan usaha;

e- peran *rta dalam pmberdayaan dan merrumbtrh

kembangkan PCIItrAN/ GAFOKTANI UPJA;

ffirKoqftnEns!
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peffan serta datam pengeilnbngan usaha ta:ni melalui

Permntohan, demonstrasi plot dan pmrgennbangan

model-model usaha tani;

peran serta dalam pnlampaian infornrasi dan

teknologi tepat grrna kepada pelaku utama.

BAB X
I.APORAN

Pasal 14

Sistem peiapomn kegiatan penyuluhan yang dilakukan

oleh Fenyuluh Fertanian Swadaya diuraikan sebagai

beriktrt :

a. Penyuluh Pertarrian Swadaya merrJrusr&r latrroran

kegiatan pen5rutuhan yang tetah clilaksarralran

meliputi lrctensi sumberdaya alam darr sumberdaya

manusia, permasalahan dan upaya trremecaharr

masalah, La.poran dikirimkan kepada BPPIUPTD-

b. BPPI1JPTD melakukan kompiLasi dan merrmuskan

kesinnpulan kemudian dikirim ke tingfuat Kabupaten

yaitu Dinas Pertanian.

c. Dinas Pertanian yarrs selanjutnya raenglornpilasi dan

rnerrrmuskan lapran dari BPP/UPfD, untuk
selanjutrrya dikirim kepada Badan Koordinasi/

Lembaga yang merrangarri Penyuluhan Fertanian di

tingkat Provinsi.

d. Badan koordinasi Provinsi melakukan kompilasi dan

rnerumrrskan laporan tersebut serta mengiriakan

laporan ke Badan Pengemhngan Sumber Daya

Manrrsia Pertanian Keinenterian Pertanian.

e. Badan Pengembangan Sumbr Daya Manusia

Pertanian Kemeaterian Fertanian nrengirimkan

laporan yarrg dilalrukan PenSruluh Pertanian Suradaya

kepda Menteri Pertanian-
FAftAFKTSRI}IT*A$I
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BAB )C

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ilti mulai berlaku pada tanggal

diundang!<an"

Agar setiap or€urg dapt mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peratunan Bupati irri dengan

trrenempatanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Diundanglan di Ranai
Pada tansgal tb Ob4ober 2ot7

STIKR TARIS I}AERAII
KASI'PATET IIATUH&

tl
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